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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian terkait analisis isi pada website DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka keterbukaan informasi publik. Website DPRD merupakan salah satu media sarana penyebaran informasi dari pemerintahan DPRD yang dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga dibutuhkannya konten yang berisikan informasi yang lengkap terkhusus konten yang memiliki sentimen tinggi terhadap publik seperti pada konten bantuan langsung tunai (BLT). Berdasarkan aturan Permendes PDTT No. 7 tahun 2020, terdapat enam kali pembagian dana BLT selama 1 tahun. Sedangkan pada website DPRD Sleman hanya terdapat 3 konten yang menayangkan berita tersebut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah isi konten pembagian dana BLT pada website DPRD Kabupaten Sleman dapat menunjang keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi yang bertujuan untuk mengevaluasi konten BLT pada website DPRD Kabupaten Sleman dengan pengumpulan data secara dokumentasi dan wawancara pada pengolah website, dua orang jurnalistik dan peneliti. Dari analisis data tersebut, didapatkan hasil bahwa telah memenuhi standar keterbukaan informasi publik  sejalan dengan UU KIP No.14 Tahun 2008 Pasal 2 bagian kesatu tentang kemudahan akses informasi akan tetapi untuk kedalaman konten sendiri, kurang memenuhi standar dari informasi yang baik karena tidak terkupasnya topik bahasan secara lengkap dan tuntas.

Kata kunci: Analisis isi, Website, Konten BLT, Keterbukaan informasi publik

ABSTRACT

Research has been carried out related to content analysis on the website of the DPRD of Sleman Regency in the context of public information disclosure. The DPRD website is one of the media for disseminating information from the DPRD government that can be accessed by the wider community, so that content that contains complete information is needed, especially content that has high sentiment towards the public, such as direct cash assistance (BLT) content. Based on the Regulation of the Minister of Villages PDTT No. 7 of 2020, there are six times the distribution of BLT funds for 1 year. While on the Sleman DPRD website, there are only 3 content that broadcasts the news, so this study aims to analyze whether the contents of the BLT fund distribution content on the Sleman Regency DPRD website can support public information disclosure. This study uses a content analysis method that aims to evaluate the BLT content on the website of the DPRD of Sleman Regency by collecting data through documentation and interviews with website processors, two journalists and researchers. From the analysis of the data, it was found that the standards for public information disclosure are in line with UU KIP No. 14 of 2008 Article 2, the first part concerning the ease of access to information, but for the depth of the content itself, it does not meet the standards of good information because the topics are not covered. completely .
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 Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memudahkan manusia modern untuk memperoleh segala bentuk informasi secara mudah dan juga cepat. Kemudahan dalam memperoleh informasi dalam lingkungan pemerintahan sangat dianjurkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Perwujudan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari salah satu aspek yaitu adanya keterbukaan informasi publik. Melihat pada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap informasi publik haruslah terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan cepat dan tepat, waktu, dan biaya yang ringan dan sederhana.
Memasuki era digital saat ini, pemerintah turut serta berkontribusi dalam dunia digitalisasi dengan hadirnya e-government. E-government menciptakan suatu bentuk pola komunikasi baru dimana publik dapat mengakses segala jenis kebutuhan informasi terkait pemerintahan secara mudah dan cepat tanpa terhalang oleh adanya birokrasi yang selama ini menjadi hambatan. Bentuk media digitalisasi yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan informasi secara terbuka kepada publik salah satunya dengan adanya website dilingkungan pemerintahan. 

Website pemerintah merupakan salah satu media yang menyediakan informasi yang terbuka kepada publik.  Keterbukaan informasi yang disajikan dalam website dapat menjawab kegelisahan publik tentang adanya anggapan birokrasi yang tertutup dan tidak terbuka menjadi berorientasi kepada kebutuhan publik yang transparan, selain itu keberadaan website juga mampu memunculkan pola komunikasi baru antara pemerintah dengan publik menjadi lebih mudah dan apresiatif.
Hadirnya situs www.setdprd.slemankab.go.id memberikan kemudahan akses bagi setiap publik, terkhusus masyarakat Sleman yang ingin mengetahui tentang kegiatan DPRD kabupaten Sleman dan bagaimana kinerja DPRD Sleman. Kebutuhan akan informasi tersebut tentu saja dapat diakses setiap saat oleh penggunanya melalui internet.
Penerapan e-government di lingkungan DPRD Kabupaten Sleman belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga ahli di bidang informatika yang berfokus pada pemeliharaan website. Pada dasarnya, untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), telah di bentuk sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang personilnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas (PHL).

Hal ini terlihat dari update artikel dalam website https://setdprd.slemankab.go.id/ seringkali hanya 1-2 kali dalam 1 bulan. Seperti contoh pada konten terkait dana BLT (Bantuan Dana Desa) yang ditayangkan tiga kali dalam satu tahun, yaitu pada Kamis, 11 Juni 2020, Selasa, 7 Juli 2020, dan Sabtu 11 Juli 2020. Sedangkan berdasarkan aturan Permendes PDTT No.7 tahun 2020 sebagai perubahan kedua atas Permendesa PDTT No.11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Permendes kedua tersebut mengatur tentang perpanjangan realokasi penggunaan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau dikenal dengan BLT-DD. Sebelumnya, BLT dicairkan pada bulan April-Juni 2020, diperpanjang tiga bulan lagi dari Juli-September 2020. 
Berdasarkan hasil temuan tersebut peneliti tertarik untuk mengevaluasi ketiga konten apakah telah memenuhi keterbukaan informasi publik. Selain itu evaluasi dilakukan dalam rangka peningkatan website DPRD Kabupaten agar konten yang diproduksi menjadi lebih optimal. Mengacu pada tiga konten BLT yang telah dibagikan ke publik hanya memberitakan sebatas kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Sleman dan belum membahas secara dalam apa yang menjadi topik bahasan konten tersebut yaitu BLT sendiri. Hal tersebut menjadi penting bagi peneliti dan memutuskan untuk mengevaluasi konten BLT pada website DPRD Sleman.
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan  standar aspek yang telah ditetapkan yaitu 10 aspek untuk menilai kualitas dari informasi tersebut. Aspek tersebut meliputi ketepatan waktu, kelengkapan, keterjangkauan, ketersediaan, objektifitas, kemudahan penggunaan, jumlah data, kepercayaan, konsistensi dan manfaat .
Permasalahan dan tujuan penelitian 
Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah konten website DPRD Kabupaten Sleman khususnya tentang informasi mengenai BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam rangka keterbukaan informasi publik?
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah menganalisis dan mengevaluasi konten website DPRD Kabupaten Sleman khususnya tentang informasi mengenai BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam rangka keterbukaan informasi publik. 
Kerangka Teori

Website
Situs website adalah kumpulan halaman yang berisikan informasi data berupa teks, gambar, video, animasi suara atau gabungan dari semua aspek tersebut baik itu bersifat statis maupun dinamis yang saling terkait dalam suatu bangunan dan dihubungkan dalam jaringan-jaringan halaman (hyperlink).
 Situs website memiliki suatu halaman yang sering disebut sebagai homepage. 

Website dapat digunakan oleh pemakai komputer jika tehubung ke internet. Website umumnya menyediakan informasi bagi pengguna internet, baik informasi tersebut bersifat gratis maupun berbayar. Website atau world wide web adalah sistem yang saling terkait dengan sebuah dokumen yang difungsikan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, audio, maupun video dan lainnya dalam jaringan internet. 

Informasi Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) informasi adalah pemberitahuan atau penerangan atau berita atau kabar dari suatu istilah. Informasi adalah suatu data yang diolah dan menghasilkan sesutau yang berarti dan berguna bagi penerimanya.

Hak sesorang dalam memperoleh informasi merupakan bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori.
 Indonesia, saat ini juga telah memiliki UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini mencirikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana kebutuhan akan pemenuhan informasi merupakan hak dasar dari setiap manusia yang dijamin dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi, hingga saat ini keterbukaan dan kemudahan akses informasi merupakan sesuatu yang masih harus diperjuangkan.
Sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik Pasal ke 2 bagian kesatu:

1. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna infromasi publik.
2. Permohon informasi publik memperoleh informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.
Menurut UU Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang dikelola, dihasilkan, disimpan, dikirim, atau ditermia oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang KIP dan atau informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menurut Suryanto informasi publik adalah catatan historis yang diarsipkan yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau data yang memiliki nilai yang lebih bermanfaat untuk dikomunikasikan kepada penerima yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan. 

Indikator informasi/konten yang baik

Informasi adalah data berguna yang diperoleh oleh penerima.
 Informasi adalah olahan data yang disajikan menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.
Informasi merupakan bagian dari suatu konten. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, karena di dalam sebuah konten mengandung suatu informasi. Hubungan diantara keduanya adalah hubungan positif dimana suatu konten dapat dikatakan baik apabila memiliki informasi yang baik pula. Informasi dapat dikatakan sebagai informasi yang baik, apabila memenuhi standar-standar kualitas informasi. Standar kualitas informasi terbagi menjadi beberapa dimensi menurut Knight dan Burn (2005). 

Semakin berkualitas suatu informasi, maka semakin baik pula konten yang disajikan, untuk itu indikator kulitas informasi digunkanan juga sebagai tolok ukur untuk melihat apakah konten itu baik, kurang baik, atau tidak. Indikator kulitas informasi menurut Knight dan Burn (2005) antara lain : 
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Keterbukaan informasi publik
Seperti yang telah diatur dalam UU KIP No 14 Tahun 2008 hak dasar atas perolehan informasi merupakan hak tiap-tiap manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri dari negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik merupakan alat untuk memaksimalkan pengawasan publik terhadap pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah, serta segala bentuk hal lain yang berakibat pada kepentingan publik. UU Keterbukaan Informasi publik menjadi penting karena pengelolaan informasi merupakan salah satu upaya mengembangkan masyarakat infomasi.

UU KIP No 14 Tahun 2008 juga berarti bahwa pemerintah menjamin akan prakteknya yang semakin transparan dan akuntabel, sehingga dapat dikatakan sebagai demokratis. Standar dari demokratis sendiri yaitu jika setiap keputusan yang memberikan pengaruh pada orang banyak (publik) dilaukan secara terbuka dan juga turut memberikan publik ruang untuk bersama-sama menyaksikan keputusan yang akan diambil tersebut karena publik yang nantinya akan terkena dampak secara langsung dari setiap kebijakan yang diambil. 
 Keterbukaan infromasi publik merupakan satu-satunya jalan agar publik dapat turut serta melibatkan diri dan ambil bagian dalam suatu negara.

Keterbukaan yaitu suatu cara bagaimana  suatu informasi dibagikan, yaitu gaya komunikasi. Apakah informasi dibagikan secara pribadi dan dengan penuh perhatian atau dengan cara impersonal. Aspek lain suatu indikator keterbukaan yaitu apakah pembagian hanya terbatas pada rekan kerja atau tidak.

Analisis isi

Analisis isi dicetuskan oleh Harold D Laswell yang memprlopori pengkodean symbol, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi makna atau diinterpretasi.
 Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi mencakup prosedur-prosedur untuk pemrosesan data ilmiah.
 Menurut Holsti dan Ibrahim analisis isi adalah teknik membuat kesimpulan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik suatu pesan secara sistematis dan objektif.

Analisis isi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Objektif

Titik berat dari analisis isi yaitu objektif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari suatu fenomena yang telah dianalisis sehingga hasil analisis tidak menjadi subjektif. 
b. Sistematis

Sistematis dalam penelitian analisis isi dimaknai bahwa semua tahapan dalam penelitian ini telah dirumuskan secara jelas. Adanya perlakuan yang sama didalam bahan yang dianalisis, yaitu pada penggunaan kategori dan dimensi yang sama.

c. Replikabel

Ciri penting dalam analisis isi yaitu replikabel, yang mana hasil dari suatu penelitian jika berulang namun menggunakan teknik dan bahan yang sama maka menghasilkan hasil temuan yang sama pula meskipun dilakukan oleh peneliti yang berbeda. 

d. Isi yang tampak

Isi yang tampak merupakan hal yang dapat ditemui secara langsung dan jelas dalam sebuah konten. 

e. Perangkuman 

Analisis isi memiliki ciri yaitu hasil akhir penelitian berupa perangkuman. Analisis isi dibuat untuk menunjukkan gambaran umum dari suatu isi. 

f.   Generalisasi

Analisis konten tidak bertujuan untuk menganalisis konten satu demi satu, melainkan untuk memberikan gambaran secara umum

Evaluasi
Evaluasi merupakan proses penentuan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.
 Evaluasi adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.
 Evaluasi merupakan suatu proses yang menghasilkan kualitas akan sesuatu, yang didalamnya menyangkut nilai atau arti. Proses untuk sampai pada pemberian nilai dan arti tersebutlah yang disebut sebagai evaluasi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi yang bertujuan untuk mengevaluasi secara sederhana konten BLT pada website DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka keterbukaan informasi publik. Analisis isi adalah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi yang tampak, dilakukan secara valid, reliable, dan dapat direplikasikan.

Objek penelitian ini dilakukan pada website DPRD Kabupaten Sleman dengan tiga konten pembagian dana BLT yaitu pada Kamis, 11 Juni 2020, Selasa, Juli 2020, dan Sabtu, 11 Juli 2020.
Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah tiga narasumber yaitu Viecintya Rina Pratomo (jurnalis jogja TV), Saifullah (reporter media cetak kedaulatan rakyat) dan Agin Fajar Primabada (pengelola website DPRD Kabupaten Sleman). Ketiga narasumber digunakan sebagai pendukung dari hasil temuan yang telah peneliti lakukan agar nantinya data tersebut menjadi valid.

Hasil Penelitian
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Sajian tabel diatas merupakan jawaban dari narasumber yang digunakan peneliti sebagai data pendukung opini peneliti dalam melakukan analasis dan evaluasi terkait konten BLT. Aspek yang digunakan peneliti dalam menganalisis dan mengevaluasi adalah sama yaitu 10 aspek dengan turunannya sehingga terdapat 12 pertanyaan. Akan tetapi, pada hakikatnya 12 pertanyaan tersebut adalah 10 aspek yang dijadikan landasan dalam memperoleh kesimpulan terkait konten berita yang baik dalam rangka untuk keterbukaan informasi publik. Jawaban narasumber merupakan data pendukung dari analisis dan evaluasi yang dilakukan peneliti yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

Melihat pada ketiga konten BLT yang terdapat dalam website DPRD Kabupaten Sleman, menurut peneliti, ketiga konten tersebut tepat waktu. 

Aspek selanjutnya yaitu kelengkapan yang diartikan dalam sebuah informasi yang terkandung didalam sebuah konten, tidak menghilangkan bagian informasi sehingga infromasi yang tersaji menjadi lengkap dan tidak rumpang, untuk itu detail dan kedalaman sebuah informasi menjadi penting untuk memenuhi unsur kelengkapan. Pandangan peneliti terhadap objek penelitian, yaitu tiga konten terkait pembagian dana BLT terkait aspek kelengkapan tergolong kurang lengkap karena ketiga konten tersebut memberikan informasi kepada publik, akan tetapi tidak diberikan informasi yang mendalam terkait BLT dan mekanismenya, seperti tidak adanya informasi bagaimana seharusnya kriteria BLT, tidak tersedia jumlah dana yang disalurkan, tidak disebutkan secara detail berapa kuota penerima BLT yang seharusnya. Akan menjadi lebih bagus dan lengkap apabila hal-hal tersebut diatas dicantumkan dalam setiap konten yang berkaitan dengan BLT sehingga publik menjadi mengetahui kriteria penerima BLT, dan Batasan kuota penerima BLT. Pengetahuan ini tentu saja akan meminimalisir terjadinya salah sasaran penerima BLT.
Indikator lain yang menjadi aspek dalam penelitian ini yaitu keterjangkauan dan ketersediaan yang diartikan informasi yang disajikan seharusnya mudah untuk didapatkan oleh publik, dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Menurut pandangan peneliti konten terkait BLT dapat diakses dengan mudah oleh publik, karena sudah tersedia di website www.setdprd.slemankab.go.id dan dapat diakses secara gratis, kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Publik cukup mencari tautan tersebut di google untuk kemudian terhubung pada websitenya dan bisa dengan mudah membaca konten terkait BLT tersebut yang dimuat pada tahun 2020. 

Dalam menggali informasi terkait pemenuhan keterbukaan informasi publik, hal ini dikaitkan dengan aspek jumlah data yang terdapat dalam konten tersebut, sebanyak apakah data yang disajikan terkait BLT, maka muncul pertanyaan apakah ketiga konten tersebut dapat mewakili keterbukaan informasi berkaitan penyaluran dana BLT dalam periode 2020? Menurut peneliti ketiga konten tersebut kurang mewakili keterbukaan informasi berkaitan penyaluran dana BLT dikarenakan asepek-aspek krusial seperti siapa penerimanya, berapa jumlah penerimanya, dan tidak disebutkan nominal dana yang dibagikan. Padahal sebagai publik, hal tersebutlah yang ingin diketahui oleh publik terlebih dahulu apabila membaca konten tersebut.
Arti lengkap dalam suatu konten berita menurut peneliti konten dapat dikatakan lengkap jika didalamnya memuat keseluruhan infromasi terkait topik yang diangkat. Jadi, konten tersebut bersifat transparan, detail termasuk pada hal-hal yang kecil (mencantumkan secara detail subjek yang dituju) menceritakan alur kegiatan secara lengkap dan tidak ada hal yang disembunyikan. 

Dalam hal keobjektifan, menurut peneliti konten dikatakan objektif apabila konten tersebut tidak ada keberpihakan, jadi isi konten hanya menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan tidak lebih memberikan kesan condong kepada subjek A maupun subjek B. Konten terkait pembagian BLT yang terdapat di website DPRD Kabupaten Sleman berisi setiap kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Sleman, sehingga menjadi lazim jika subjek utama dalam setiap konten tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Sleman. Konten hanya berisi keikutsertaan DPRD dalam pembagian dana BLT, sehingga secara keseluruhan konten tersebut dapat dikatakan kurang objektif.

Terkait aspek kemudahan penggunaan dimana informasi yang disajikan haruslah lengkap dan mudah diakses, menurut peneliti ketiga konten tersebut telah memenuhi aspek kemudahan penggunaan akan tetapi kurang lengkap dan akurat karena hanya menceritakan kegiatan yang dilakukan DPRD Sleman, dan belum ada informasi penting terkait BLT itu sendiri. 

Ketiga konten BLT dalam periode tahun 2020 yang menjadi objek penelitian ini, menurut pandangan peneliti sudah memenuhi keterbukaan informasi publik jika mengacu pada aspek keterbukaan, dimana gaya komunikasi tersebut ditujukan secara langsung kepada publik maka dapat dikatakan telah memenuhi unsur keterbukaan publik, selain itu informasi tersebut tersaji pada media (website) yang dapat diakses dengan mudah dan cepat kepada publik sehingga sudah sesuai dengan standar UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008. Akan tetapi, jika dilihat dari kedalaman isi konten tersebut, konten tersebut dapat dikatakan kurang lengkap dan detail karena isi penting dari topik yang diangkat (BLT) tidak dibahas secara mendetail. 

Aspek berikutnya yaitu konsistensi yang berarti bahwa informasi yang disajikan tidak bertentangan dengan informasi sebelumnya, yang mana dari ketiga konten tersebut konsistensi dapat ditafsirkan bunyi informasi dari konten 1,2 dan 3 yang membicarakan tentang BLT tidak saling bertentangan dan akan lebih baik jika berkesinambungan. Menurut peneliti, ketiga konten tersebut dinilai konsisten karena antara konten BLT 1-3 masing-masing membahas terntang BLT dan proses pembagian BLT tersebut.
Berdasarkan pandangan peneliti, ketiga konten tersebut bersifat kredibel dan dapat dipercaya karena sumber yang menayangkan konten tersebut resmi dari website DPRD Kabupaten Sleman, sehingga dapat dipertanggung jawabkan informasi-informasi yang ada didalam konten tersebut. Publik tidak perlu ragu lagi untuk mencari informasi diwebsite tersebut dan membaca konten-konten yang disajikan pada website tersebut. 

Berdasarkan sifat konten yaitu informatif, ketiga konten terkait BLT berdasarkan pandangan peneliti dapat dikatakan informatif untuk pelaksanaan kegiatannya, akan tetapi jika melihat sudut pandang publik yang ingin mengetahui secara detail terkait BLT konten tersebut belum memenuhi syarat untuk dikatakan informatif, karena ada bagian-bagian yang hilang dari pokok bahasan terkait BLT itu sendiri.
Secara kebermanfaatan informasi tersebut dapat memeberikan manfaat bagi pembacanya, karena pembaca yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu akan adanya pembagian dana BLT di suatu daerah dengan didampingi langsung oleh DPRD Kabupaten Sleman. Informasi tersebut juga memberikan pengetahuan baru bagi publik bahwa khusus untuk kasus BLT ada DPRD yang bertugas untuk menghimbau dan memantaunya yaitu Komisi A.
Kesimpulan

Setelah proses penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan terkait analisis isi konten website DPRD Kabupaten Sleman dalam menunjang keterbukaan informasi publik, konten dalam hal ini adalah konten terkait BLT pada tahun 2020 sejumlah tiga konten, yaitu:

1. Konten yang berjudul “Komisi A Menghimbau Desa agar lebih cermat dalam pendataan terkait BLT dana desa” (Juli 2020) dan dua konten lainnya “Ketua Dewan Monitoring Penyaluran BLT Dana Desa Tahap 2 di Banyurejo” (Juni 2020) serta “Komisi A Meninjau Langsung Penyerahan BLT DD Sendangarum” (Juli 2020) telah memenuhi standar keterbukaan informasi publik dinilai dari gaya informasi tersebut dibagikan yang ditujukan untuk umum secara luas, dan juga informasi tersebut sejalan dengan UU KIP No.14 Tahun 2008 Pasal 2 bagian kesatu tentang kemudahan akses informasi.

2. Informasi yang terkandung dalam konten tersebut telah memenuhi kategori konten yang baik ditinjau dari aspek ketepatan waktu tayang, keterjangkauan informasi, ketersediaan informasi, kemudahan penggunaan, kepercayaan, manfaat dan konistensi sehingga konten tersebut layak untuk konsumsi publik.

3. Kedalaman informasi dalam konten BLT kurang memenuhi standar aspek yang diujikan seperti kelengkapan, objektifitas, dan jumlah data dikarenakan informasi dalam konten berita tidak dikupas secara tuntas. Hanya menampilkan satu narasumber, tidak disebutkan data secara detail tekait BLT tersebut, jumlah dana, penerima, syarat memeproleh, kuota maksimal menjadi salah satu penyebab kurang dalam dan mendetail informasi yang diberikan.
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